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Jatuhnya pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo yang ke Il padatanggal 14 maret 1957 dan krisis
ekonomi yang menyertainya merupakan akhir dari periode demokrasi parlementer. Sementaraitu dalam
masa transisi menuju sistem demokrasi terpimpin, hubungan antara Indonesia dengan Belanda juga terus
memburuk. Hambatan utama dalam hubungan tersebut ialah masalah Irian Barat. Pada akhir bulan
November 1957 terjadi dua kejadian penting. Pada tanggal 29 November Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PEB) gagal mengesahkan suatu resolusi yang menghimbau agar Belanda merundingkan suatu penyelesaian
mengenai masalah Irian Barat. Sedangkan pada tanggal 30 November terjadi usaha pembunuhan terhadap
Presiden Sukarno dalam peristiwa Cikini. Gagalnyaresolusi masalah Irian Barat di PBB mengakibatkan
terjadinya ledakan radikalisme anti Belanda. Pada tanggal 3 Desember, serikat-serikat buruh Partai Komunis
Indonesia (PK1) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) mulai mengambil alih perusahaan-perusahaan dan
kantor-kantor dagang Belanda. Gerakan tersebut menandai nasionalisasi perusahaan- perusahaan Belanda
yang didukung oleh pemerintah Indonesia. Dukungan pemerintah terlihat jelas padatanggal 5 Desember
dengan keluarnya perintah pengusiran oleh Departemen K ehakiman terhadap 46.000 warga negara Belanda
yang ada di Indonesia. Perlu ditegaskan bahwa nasionalisasi dalam hal ini berarti; segala aset milik Belanda
dijadikan milik negara. Pemindahan ke tangan nasional bukan negara (ke tangan pihak swasta Indonesia)
tidak termasuk dalam pengertian nasionalisasi. Pengertian untuk pemindahan ke tangan nasional bukan
negara selayaknya disebut dengan menasionalkan sgja. Nasionalisas menyebabkan terjadinya perubahan
fundamental dalam struktur perekonomian Indonesia. Selamaterjadinya nasionalisasi kepemilikan 90%
produksi perkebunan beralih ke tangan pemerintah. Demikian juga dengan 60% nilai perdagangan luar'
negeri dan sekitar 246 pabrik, perusahaan pertambangan, bank-bank, perkapalan dan sektor jasa. Dengan
demikian nasionalisasi mengakhiri dominasi modal Belanda dalam ekonomi Indonesia.
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